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ABSTRAK

Aini, Rika Nur. 2023. Analisis Implementasi Penyelesaian Pembiayaan
Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan
Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara
Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama
Islam Darussalam. Pembimbing: Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih,
S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.

Kata Kunci: Implementasi, Penyelesaian, Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis proses penyelesaian
pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UBT Nusantara Cabang
Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. 2) Menganalisis kesesuaian
implementasi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT
Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-
MUL

Pendekatan dalam penelitian bersifat kualitatif dengan jenis penelitian
studi kasus (single case/kasus tunggal). Sumber data berupa data primer dan
data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, rekaman
arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan perangkat
fisik. ~Keabsahan data ~menggunakan kredibilitas, transferabilitas,
dependanbilitas dan konfirmabilitas. Informan kunci terdiri dari Dewan
Pengawas Syariah, Kepala Operasional dan bagian AOAP. Informan
pendukung terdiri dari bagian AOAP. Alat analisis data menggunakan
interaktif model.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proses penyelesaian
pembiayaan murabahah yaitu menggunakan rescheduling (penjadwalan
kembali), recondioning (Persyaratan Kembali) dan restructuring (penataan
kembali) atau disebut dengan R3. 2) Implementasi penyelesaian pembiayaan
murabahah bermasalah sudah sangat efisien untuk menangani pembiayaan
Murabahah bermasalah dan tindakan tersebut sudah sesuai dengan Fatwa
DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali
Tagihan Murabahabh.

Kesimpulan penelitian ini yaitu 1) Proses penyelesaian pembiayaan
murabahah sangat berperan penting untuk meningkatkan laba BMT sehingga
dapat digunakan untuk membayar likuiditas BMT. 2) Implementasi
penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Nusantara
Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan Fatwa
DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali
Tagihan Murabahabh.
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ABSTRACT

Aini, Rika Nur. 2023. Analysis of the Implementation of Troubled Murabahah
Financing Settlements in the Baitul Mal Wa Tamwil Nusantara Integrated
Joint Venture Pesanggaran Branch, Banyuwangi Regency. Islamic
Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business,
Darussalam Islamic Institute. Supervisior: Dr. Lely Ana Ferawati
Ekaningsih, S.E., M.N., M.M., CRA., CRP.

Keywords: Implementation, Settlement, Troubled Murabahah Financing

This research aims to: 1) Analyzing the problem solving process of
murabahah  financing at BMT UGT Nusantara Pesanggaran Branch,
Banyuwangi Regency. 2) Analyze the suitability of the implementation of
problem solving murabahah financing at the BMT UGT Nusantara
Pesanggaran Branch Banyuwangi Regency with the DSN-MUI Fatwa.

The approach in research is qualitative with the type of case study
research (single case). Source of data in the form of primary data and
secondary data. Data collection techniques with documentation, archiwal
records, interview, direct observation, participant observation and physical
devices. Data validity uses credibility, transferability, dependanbility and
confirmability. The key informants consist of the sharia supervisory Board,
the head of Operation and the AOAP section. Suporting informants consist of
AOAP members. The data analysis tool uses an interactive model.

The result of this study indicate that 1) the process of completing
murabahah financing is using rescheduling, reconditioning and restructuring
or known as R3. 2) The implementation of settlement of troubled murabahah
financing has been very efficient in handling problematic murabahah
financing and this action is in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number
48/DSN-MUI/I1/2005/Concercing Rescheduling of Murabahah Bills.

The conclusions of this study are 1) the process of completing
murabahah financing plays an important role in increasing BMT profits so
that they can be used to pay for BMT liquidity. 2) the implementation of
problem  solving murabahah = financing at the BMT UGT Nusantara
Pesanggaran Branch Banyuwangi Regency is in accordance with the DSN-
MUI Fatwa Number 48/DSN-MUI/II/2005/Concerning  Rescheduling
Murabahah Bills.
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TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia,
penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk
kata yang belum diserab atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia,

penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Latin Arab Latin Arab Latin Arab
¢ | Z J q 3
b - S o k &l
t < sy o 1 J
ts & sh U m A
J c d o= n O
h c t L w F
kn z z Lk h s
d 3 ¢ z . c
z 3 g d y $
r B f s - -
Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap, misalnya; L ditulis rabbana.

XVii




. Vocal panjang (mad); Fathah (baris di atas) di tulis a, kasroh (baris di bawah)

ditulis i, serta dhammabh (baris di depan) ditulis u. misalnya: 4c ,lall ditulis al-

qgari;ah, (xSbedll ditulis al-masakin, o s>l ditulis al-muflihun.

. Kata sandang alif + lam

Bila di ikuti huruf gamariyah di tulis al, misalnya; o5 8 ditulis al-kafirun.
Sedangkan, bila di ikuti oleh huruf syamsiah, huruf lam diganti dengan huruf

yang mengikutinya, misalnya; Ja_ll ditulis ar-rijalu.

. Ta’ Marbuthah (3)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; 38 ditulis al-baqarah. Bila
ditengah kalimat ditulis t, misalnya; Jwll 3\ ditulis zakat al-mal, atau 5 s

¢Luill ditulis surat al-nisa’.

. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya;

OB )l a3 54 5 ditulis wahuwa khairar-raziqin.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Nusantara Cabang
Pesanggaran yang sering terjadi salah satunya keterlambatan pembayaran
angsuran pembiayaan oleh anggota atau yang biasa disebut kredit macet.
Penyaluran kredit yang mengalami masalah akan mempengaruhi likuiditas.
Karena munculnya pembiayaan bermasalah, kas yang seharusnya masuk dan
menambah likuiditas BMT tidak terjadi, sehingga mengakibatkan BMT tidak

mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya (BMT UGT Pusat, 2022).

Keterlambatan pembayaran angsuran akan menyebabkan terjadinya
pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran.
Penyebab  keterlambatan  pembayaran angsuran merupakan kondisi
perekonomian anggota. Kondisi perekonomian yang kebanyakan terjadi
merupakan akibat nasabah yang mengalami penurunan usaha. Hal tersebut
merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pembiayaan bermasalah.
Penurunan usaha disebabkan oleh beberapa hal. Dalam suatu usaha kita harus
bisa mengelola pemasukan usaha yang didapat diiringi dengan pengeluaran
yang sesuai. Yang sering terjadi di lapangan, anggota lebih banyak pengeluaran
daripada pemasukan sehingga pendapatan masyarakat hanya cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang kemudian menyebabkan
adanya pembiayaan bermasalah karena anggaran yang seharusnya digunakan
untuk membayar angsuran harus terpakai dulu untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari, sehingga anggota membutuhkan waktu yang cukup lama untuk

mengembalikan perekonomiannya kembali stabil.



Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara
Cabang Pesanggaran selanjutnya merupakan kenakalan nasabah. Dalam kasus
ini, anggota yang diberikan pembiayaan banyak yang sengaja tidak
mengembalikan pembiayaan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian
yang disepakati, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang
diperjanjikan sehingga terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran,
terkadang juga sering dijumpai anggota ingkar janji dalam pemenuhan jumlah
dana angsuran misalnya pihak BMT menentukan biaya angsuran si Fulan
sebesar Rp. 300.000.-/bulan tetapi si Fulan hanya membayar angsuran sebesar
Rp. 100.000,-/bulan, sehingga jangka waktu pelunasan hutang lebih lama dari
kesepakatan. Dalam kasus ini, BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran
melakukan analisa yang cukup ketat kepada setiap calon anggota yang akan
dibiayai agar anggota yang memiliki karakter yang buruk dapat diketahui
sesegera mungkin.

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan Akad
pembiayaan murabahah barang dengan harga asli ditambah keuntungan yang
disepakati oleh kedua pihak dimana penjual yakni pihak BMT harus
mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Kasmir,
2016:113). Aplikasi dalam lembaga keuangan, pada murabahah dilakukan
antara nasabah/anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual, dengan
harga keuntungan disepakati diawal. Pembiayaan bermasalah merupakan
kondisi pembiayaan yang mengalami hambatan berupa ketidaklancaran
nasabah dalam proses pembayaran angsuran atau masalah lain yang

menyebabkan pembiayaan menjadi kurang lancar atau macet.



Kasus pembiayaan bermasalah tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba,
karena pada dasarnya pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena adanya
masalah yang dialami oleh anggota terlebih dahulu. Oleh karena itu pihak
BMT mesti yakin bahwa anggota dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan
ketentuan yang disepakati. Dalam menyalurkan pembiayaan pihak BMT
menginginkan adanya agunan atau jaminan, dimana fungsi agunan tersebut
digunakan untuk melunasi kewajibannya anggota apabila anggota atau debitur
cidera janji maka BMT dapat mengeksekusi barang jaminan sebagai pelunasan
kewajiban anggota. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki
pengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangannya, BMT mesti dapat
meganalisa, memprediksi dan mengelola segala kemuangkinan risiko yang
akan terjadi dengan membuat suatu kebijakan yang bisa meminimalisir serta
menyelesaikan risiko pembiayaan bermasalah.

BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran didirikan pada Mei 2009.
BMT UGT Nusantara Pesanggaran bernama lengkap KSPPS (Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran.
BMT UGT Cabang Pesanggaran beralamat di JI. Ahmad Khusnah No.04
Pesanggaran, Dusun Krajan 01/06 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran
Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. BMT UGT Nusantara Cabang
Pesanggaran telah berdiri selama 13 tahun dan memiliki 11 karyawan. KSPPS
Cabang Pesanggaran memiliki 5 cabang pembantu (Annafi, 2022).

BMT UGT Nusantara atau yang lebih dikenal dengan nama BMT
Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 rabiul awal 1421 H atau 6 juni 2000

M di Surabaya. Kemudian mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari KanWil



Dinas  Koperasi  Propinsi Jawa  Timur dengan SK  Nomor:
09/BH/KWK.13/VI1/2000 tertanggal 22 Juli 2000 (BMT UGT Pusat, 2022).

Awal tahun 2020 BMT UGT Sidogiri mengalami perubahan nama
menjadi BMT UGT Indonesia, hal ini bertujuan untuk menjaga nama baik
Pondok Pesantren Sidogiri dari segala bentuk kesalahan yang dilakukan oleh
Koperasi, dan pada akhir tahun 2020 nama BMT UGT Indonesia berubah
menjadi BMT UGT Nusantara pada tanggal 28 Februari 2021. BMT UGT
Nusantara kini telah memiliki 298 unit cabang yang tersebar di Indonesia.
Salah satu cabang yang berada di Kabupaten Banyuwangi yaitu BMT UGT
Cabang Kalibaru yang didirikan pada tanggal 13 September Tahun 2010.

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di pondok pesantren Zainul
Hasan Genggog berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep
Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar, DR.
Subiakto Tjakrawardaya, dan DR, Amin Aziz.. Dari panduan dan materi yang
telah disampaikan itulah para pendiri yang terdiri dari : Ust. H. Mahmud Ali
Zain, M Hadroli Abd. Karim,A. Muna’i Achmad, M. Dumairi Nor, dan
Baihagi Utsman.2 Dan Beberapa pengurus Pesantren Sidogiri yang terlibat,
berdiskusi dean bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri
sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberinama Baitul Mal wat-
Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah Pasuruan atau disingkat BMT MMU
pada tanggal 12 Rabi’ul Awal 1418 H atau 17 juli 1997 yang berkedudukan di
kecematan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan.

Alasan dipilihnya BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten

Banyuwangi sebagai tempat penelitian dapat dilihat dari tabel NPF (Non



Performing Financing) akad murabahah BMT-UGT Nusantara Cabang
Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dibawabh ini:

Tabel 1.1 Laporan Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah 2021-2022

Keterangan Anggota 31 Desember 2021 31 Desember 2022
2021 2022 Jumlah % Jumlah %o
Lancar 3340 4405  33.400.000.000 85,6  44.050.000.000 91
Kurang Lancar 224 223 2.240.000.000 5,7 2.230.000.000 4,6
Diragukan 116 99 1.160.000.000 2,9 990.000.000 2
Macet 220 113 2.200.000.000 5,8 1.130.000.000 2,4
Jumlah 3900 4840 39.000.000.000 100  48.400.000.000 100

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada BMT-UGT Nusantara Cabang
Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pertumbuhan NPF akad murabahah dari
tahun ke tahun dapat dikatakan cukup baik, karena setiap tahunnya
pertumbuhan NPF akad murabahah di BMT-UGT Nusantara Cabang
Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi cenderung mengalami penurunan. Ini
menandakan bahwa BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten
Banyuwangi menggunakan wupaya penyelamatan yang efektif dalam
menyelamatkan pembiayaan murabahah yang bermasalah, oleh karena itulah
peneliti ingin meneliti terkait bagaimana upaya penyelamatan pembiayaan
murabahah bermasalah yang digunakan oleh BMT-UGT Nusantara Cabang
Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sehingga diharapkan dari apa yang
diteliti dan dianalisa oleh peneliti dapat menjadi referensi dan acuan tambahan
bagi perbankan syariah dalam menyelamatkan pembiayaan murabahah yang
bermasalah.

Baitul mal wa tamwil atau BMT merupakan lembaga keuangan syariah
bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai
kegiatan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi

yang dijalankan oleh masyarakat juga pengusaha. Salah satu lembaga keuangan



syariah yang memiliki andil cukup besar dalam perekonomian Indonesia
merupakan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan Lembaga
Keuangan Non Bank Syariah dioperasikan dengan prinsip bagi hasil,
menumbuh kembangkan bisnis usaha dalam rangka mengangkat derajat dan
martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, melalui prakarsa dan
modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem
ekonomi yang berintikan keadilan, kedamain, dan kesejahteraan (Supendi dan
Mahdudi, 2018:234).

Munculnya BMT ini didasari oleh larangan dalam ajaran Islam untuk
tidak memungut bunga dalam meminjam uang atau modal atau yang biasa

disebut riba. Sebagaimana firman Allah di dalam QS. Al Baqarah (2) 275 :
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Artinya: “orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat
berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu,
adalah disebabkan mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli

itu sama dengan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya
peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti
sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang
larangan) menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah
SWT. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah

penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya (Departemen
Agama RI, 2019).

Ayat diatas Allah SWT menjelaskan tentang keadaan orang yang
melakukan perbuatan riba, dimana pada ayat tersebut Allah SWT telah

menjelaskan telah menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman



dalam melakukan riba. Perbedaan antara jual beli adalah perbedaan antara
kondisi pembeli dan peminjam, karena kebutuhan peminjam untuk menutupi
kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Lembaga keuangan Non Bank Syariah ini memiliki sasaran yang lebih
kecil atau khusus dibanding Lembaga Keuangan Non Bank Syariah lainnya,
oleh karena itu pelaku usaha sering mengandalkan jasa-jasa dari BMT. Selain
proses transaksi yang mudah, para pelaku usaha atau anggota dapat meminjam
dana tanpa khawatir adanya riba yang dapat memberatkan pelaku usaha dalam
hal pengembalian.

Kegiatan operasional lembaga keuangan syariah non bank pada
umumnya merupakan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan pembiayaan serta menyalurkannya kembali pada masyarakat
dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan lain yang bebas riba dan berbasis bagi
hasil untuk memajukan perekonomian Indonesia. Produk pembiayaan yang
paling banyak diminati oleh masyarakat pada saat ini merupakan pembiayaan
murabahah. Pembiayaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan dalam pasal 1 nomor 7
yang berbunyi:

“Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan
barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara
angsuran” (Kemenkeu, 2023).

Imam al-mawardi dalam kitab al-igna’ fi hilli al fadh abi suja’i
mendifinisikan murabahah ini sebagai keuntungan antara pemodal dan

pedagang dengan nisbah atau rasio keuntungan yang diketahui di awal.
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Artinya: “Hukum transaksi jual beli murabahah merupakan boleh tanpa
adanya unsur makruh. Murabahah merupakan akad yang dibangun
dengan jalan menetapkan harga suatu barang di atas harga belinya
ditambah keuntungan. Misalnya, seseorang membeli barang dengan
harga 100 kemudian berkata kepada pihak kedua, akad jual barang
ini sesuai dengan harga dasar membelinya ditambah laba sekian
dirham sebagai laba, atau dengan laba sekian dirham untuk tiap-
tiap 10 dirhamnya atau tiap 10 persennya” (Muhammad
Syamsuddin, 2018:468).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, akad
murabahah merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan dalam syariat.
Kedua, unsur pelaku akad ini adalah adanya pemodal dan adanya wakil (orang
yang dimodali). Ketiga, diketahuinya harga beli barang (harga dasar), dan
Keempat, adanya perhitungan nisbah rasio keuntungan yang mafhum dan
diketahui oleh wakil (orang yang dimodali).

Kitab fathul garib juz 1 mendefinisikan buyu’ adalah jama’ dari lafadz
bai’. Menurut bahasa, bai’ adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang
lain. Dalam pandangan ini, akan masuk pertukaran sesuatu yang tidak dianggap
sebagai mal/harta. Adapun menurut syara’, definisi terbaik yang pernah
diungkapkan adalah bahwa bai’ adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu
barang yang berharga dengan cara barter/penukaran yang telah mendapatkan
persetujuan syara’ atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang
mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga (Al-Ghazi,

2018:654).

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar



kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, murabahah
merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan
harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu
atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012:116-
117)

Murabahah atau disebut juga bai’ bitsmanil ajil. Kata murabahah berasal
dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah bearti saling
menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang
ditambah keuntungan yang disepakati, sedangkan menurut terminologi
murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh
shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli
dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai
lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan
pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsuran. Jual beli murabahah
adalah pembelian oleh suatu pihak untuk dijual kepada pihak lain yang telah
mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan
atau tambahan harga yang transparan (Mardani, 2012 :136).

Pembiayaan ~Murabahah merupakan pembiayaan dengan Akad
pembiayaan murabahah barang dengan harga asli ditambah keuntungan yang
disepakati oleh kedua pihak dimana penjual yakni pihak BMT harus
mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Kasmir,
2016:113). Aplikasi dalam lembaga keuangan, pada murabahah dilakukan
antara nasabah/anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual, dengan

harga keuntungan disepakati diawal. Pembiayaan Murabahah ini dilakukan
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dengan cara anggota dalam mengangsur, sampai dengan anggota yang tidak
mau  mengangsur karena  kurangnya kesadaran masyarakat dan
tanggungjawabnya sebagai anggota. Pembiayaan tersebut merupakan bentuk
dari pembiayaan Murabahah bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan
kondisi pembiayaan yang mengalami hambatan berupa ketidaklancaran
nasabah dalam proses pembayaran angsuran atau masalah lain yang
menyebabkan pembiayaan menjadi kurang lancar atau macet.

Kasus pembiayaan bermasalah tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba,
karena pada dasarnya pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena adanya
masalah yang dialami oleh anggota terlebih dahulu. Oleh karena itu pihak
BMT mesti yakin bahwa anggota dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan
ketentuan yang disepakati. Dalam menyalurkan pembiayaan pihak BMT
menginginkan adanya agunan atau jaminan, dimana fungsi agunan tersebut
digunakan untuk melunasi kewajibannya anggota apabila anggota atau debitur
cidera janji maka BMT dapat mengeksekusi barang jaminan sebagai pelunasan
kewajiban anggota. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki
pengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangannya, BMT mesti dapat
meganalisa, memprediksi dan mengelola segala kemuangkinan risiko yang
akan terjadi dengan membuat suatu kebijakan yang bisa meminimalisir serta
menyelesaikan risiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005
cukup memberikan angin segar kepada lembaga keuangan syari’ah (LKS)
dalam penanganan permasalahan piutang pada anggota yang tidak mampu

membayar karena pihak LKS diperbolehkan menjual obyek pembiayaan dan
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apabila obyek pembiayaan tersebut sulit untuk dijual maka LKS dapat menjual
jaminan lainnya (Mardani,2012: 170). Lahirnya fatwa Dewan Syariah Nasional
tersebut telah memberikan kekuasaan kepada LKS secara langsung sebagai alat
untuk mengikat anggota yang bermasalah sehingga LKS tidak harus sampai
melakukan tindakan-tindakan yang bisa melanggar hukum.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Implementasi penyelesaian
pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang
Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini akan terfokus membahas
penerapan ekonomi Islam dalam penyaluran pembiayaan lalu mengangkatnya
dalam bentuk tugas akhir perkuliahan sehingga dapat menjadi literasi yang bisa
digunakan sebagai pola berfikir para pengkaji ekonomi islam khususnya
mahasiswa ekonomi syariah dengan judul “Analisis Implementasi
Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT UGT
Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi”.

1.2 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan keluar dari tujuan yang sudah
dirancang sehingga dapat mempermudah mendapatkan data dan informasi yang
dibutuhkan, maka dalam proses penelitian membutuhkan fokus penelitian.
Adapun fokus penelitiannya adalah bagaimana implementasi penyelesaian
pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang
Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini dibatasi yaitu data pembiayaan murabahah bermasalah
yang digunakan yaitu hanya pada tahun 2021-2022 di BMT UGT Nusantara

Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.
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1.3 Masalah Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas maka
permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1.  Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di
BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimanakah kesesuaian implementasi penyelesaian pembiayaan
murabahah bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran
Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-MUI?

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan
penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1.  Untuk menganalisis proses penyelesaian pembiayaan murabahah
bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten
Banyuwangi.

2. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi penyelesaian pembiayaan
murabahah bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran
Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-MUI.

1.5 Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan
sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk
pengembangan teori ilmu Akad pembiayaan dari teori Fiqih Muamalah,

serta lembaga keuangan syariah non bank.
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1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi BMT UGT
Bagi pihak BMT penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan BMT dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah
bermasalah.

2. Bagi masyarakat
Bagi masyarakat sebagai informasi, pengetahuan dan pandangan baru
tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

3. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang
penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT
Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi serta dapat
digunakan sebagai acuan referensi penelitian selanjutnya sehingga

nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam.



BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Figih
Muamalah, serta Lembaga Keuangan Non Bank Syariah. Adapun keterangan
dari teori diatas sebagai berikut:

2.1.1 Figih Muamalah
Istilah Figh atau sering pula disebut dengan Figih Islami biasanya

diartikan dengan hukum Islam atau ada yang menyebutnya dengan
hukum positif Islam. [lmu Figh dapat berarti ilmu hukum Islam (Zslamic
Jurisprudence), sebagaimana tertuang dalam definisi al-Ilm bi al-Ahkam.
Ilmu Figh juga berupa materi hukum, bahkan juga proses dalam proses di
pengadilan (hukum acara) (Rohmaniyah, 2019). Muamalah memiliki arti
semua hukum syari’at yang bersangkutan dengan urusan dunia dengan
memandang kepada aktivitas hidup seseorang untuk saling berhubungan
antara sesama manusia. Jadi, fiqih muamalah adalah pengetahuan tentang
kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat,
mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari
dalil-dalil Islam secara rinci  (Rahman, 2021).

Figih muamalah salah satunya membahas tentang Akad. Akad
merupakan perjanjian antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua
belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing yang telah
disepakati terlebih dahulu. Dalam Akad syarat dan ketentuannya sudah
ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua belah

pihak yang terkait dalam kontrak ini tidak dapat memenuhi
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kewajibannya, maka akan menerima sanksi seperti yang sudah
disepakati.

Akad pola jual beli, jual beli atau perdagangan atau perniagaan
secara istilah figih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling
ridha (rela) tau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu
yang diizinkan. Murabahah adalah Akad jual beli atas barang tertentu, di
mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan,
termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia
mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Jadi,
murabahah adalah Akad jual beli barang sebesar harga pokok barang
ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (Muhammad,
2016).

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama
sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun, bentuk jual
beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan
menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi banyak
pembiayaan. Akan tetapi, validasi transaksi seperti ini tergantung pada
beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi
tersebut diterima secara syariah (Ascarya, 2015).

Sebenarnya dalam Al-Qur’an Akad murabahah ini tidak memiliki
rujukan atau referensi secara langsung mengenai hukum murabahah
namun mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum Akad
murabahah ini yaitu sama halnya dengan jual beli pada umumnya.

Menurut madzhab Maliki bahwa kebolehan Akad murabahah merupakan
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suatu kelonggaran khusus. Berikut sebagai landasan transaksi murabahah
sebagai berikut:
a. Al-Qur’an
Al-Qur’an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat
yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum. Misalnya dalam
Q.S Al-Bagarah: 275 terdapat hukumnya Allah SWT membolehkan

jual beli dan mengharampan riba sebagai berikut:
L i G i g
Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba (Departemen Agama RI, 2019).
b. Hadits
Hadits memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang
lebih terperinci daripada Al-Qur’an, Hadits Nabi SAW yang

diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khuduri bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

(dba*WJ%uabgwobj)&jf&ﬂ*@

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama
suka”, H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai
shahih oleh Ibnu Hibban, (Karim, 2013).
Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan Akad
pembiayaan murabahah barang dengan harga asli ditambah keuntungan
yang disepakati oleh kedua pihak dimana penjual yakni pihak BMT harus

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli

(Kasmir, 2016:113). Aplikasi dalam lembaga keuangan, pada murabahah
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dilakukan antara nasabah/anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai

penjual, dengan harga keuntungan disepakati diawal.

Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan
oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,
pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung
investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan menurut Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 pasal 1 nomor 4 yang
berbunyi:

“Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan
barang dan atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian
atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif)
dalam jangka waktu yang diperjanjikan” (Kemenkeu, 2014).

Rukun dari murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada
beberapa yaitu (Ascarya, 2013):

1) Pelaku Akad yaitu adanya al-bai’ (penjual) sebagai pihak yang
memiliki barang untuk dijual dan al-musytari’ (pembeli) sebagai
pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

2)  Objek Akad yaitu al-mabi’ (barang yang dibeli) dan al tsaman
(harga).

3)  Shigot yaitu 1jab dan gabul.

Beberapa syarat pokok murabahah, antara lain sebagai berikut
(Ascarya, 2013):

1)  Kontrak harus bebas riba.

2)  Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual

secara langsung menyatakan biaya perolehan barang yang akan
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dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan

tingkat keuntungan yang diinginkan.

3) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan
berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk presentase tertentu
dari biaya.

4)  Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang haram
dan jenis maupun jumlahnya jelas.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga
dengan istilah Non Perfoming Financing (NPF) untuk fasilitas
pembiayaan tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan
Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang
diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat
dijumpai istilah Non Perfoming Financing (NPF) yang diartikan sebagai
“Pembiayaan Non-lancar dari kurang lancar sampai dengan macet”
(Djamil, 2012:16).

Adapun penyebab pembiayaan bermasalah antara 